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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) 

dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian 

Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha dalam 

Pelaksanaan Transmigrasi; 
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b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian 

Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam 

Pelaksanaan Transmigrasi, perlu disesuaikan dengan 

perkembangan hukum dan organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian 

Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam 

Pelaksanaan Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5497); 

5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 192); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk 

Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman 

Modal bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 878); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 

TAHUN 2016 TENTANG BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA 

CARA PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN 

USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara 

Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam 

Pelaksanaan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 878) diubah sebagai berikut: 
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1. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal 

yakni Pasal 48A dan Pasal 48B sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 48A 

(1) Terhadap pengajuan IPT untuk penanaman modal 

yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), 

dokumen persyaratan administrasi, persyaratan 

teknis, dan rencana kerja penanaman modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diteliti dan 

dinilai oleh tim penilai permohonan izin pelaksanaan 

transmigrasi. 

(2) Tim penilai permohonan izin pelaksanaan 

transmigrasi melakukan penelitian dan penilaian 

terhadap dokumen persyaratan administrasi, 

persyaratan teknis, dan rencana kerja penanaman 

modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen 

diterima.  

(3) Hasil penelitian dan penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita 

acara yang ditandantangani oleh tim penilai 

permohonan izin pelaksanaan transmigrasi. 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepada Menteri paling lama 1 (satu) 

hari kerja terhitung sejak berita acara 

ditandantangani.  

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menjadi dasar pemberian IPT atau penolakan 

permohonan IPT oleh Menteri.  

(6) Pemberian IPT atau penolakan permohonan IPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh 

Menteri paling lama 2 (dua) hari kerja dan 

ditembuskan kepada Gubernur dan 

Bupati/Walikota. 

 

 


